PURBALINGGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, dan untuk meningkatkan efisiensi,
efektifitas, akuntabilitas serta dalam rangka merespon
dinamika perkembangan masyarakat dalam sistem
pemerintahan dan mewadahi perangkat daerah di luar
jumlah yang ditetapkan dalam kriteria, maka perlu
membentuk dan mengatur Susunan Organisasi dan
Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Lembaga Lain ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Lembaga Lain ;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Sistem  Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 4660);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamongpraja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4427);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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9 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

10 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan
Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG ORGANISASI DAN
TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN
PURBALINGGA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 @



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat
Daerah Kabupaten Purbalingga.

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Purbalingga.

7. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga.

8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah
SATPOL PP Kabupaten Purbalingga.

9. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan
tugas Bupati dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban
umum dan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan
Bupati.

10. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang
selanjutnya disebut BP3K adalah Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga.

11. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPPT adalah
Kantor Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga.

12. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut
LAKHAR BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten
Purbalingga

13. Ketua Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Ketua BNK
adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Purbalingga.

14. Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat
BNK adalah Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Purbalingga.

15. Kepala Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten adalah Kepala Pelaksana
Harian Badan Narkotika Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut
KALAKHAR BNK.

16. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif lainnya selanjutnya disebut PAGN

17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan
atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagai dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
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BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk SATPOL PP dan Lembaga Lain.

(2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
b. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
c. Pelaksana Harian/Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten.

BAB IlI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

SATPOL PP adalah Unsur Perangkat Daerah  dipimpin oleh seorang
Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui SEKDA.

Pasal 4

SATPOL PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan
ketentraman dan Kketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud dalam Pasal 4,

SATPOL PP mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program Kketentraman dan ketertiban umum, menegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum;

c. Pelaksanaan kebijakan penegakaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati;

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dan atau aparat penegak hukum;

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
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